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ARTI KONSTITUSI DALAM PEMBATASAN
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

T. PENDAHULUAN

wJika.  berbicara teﬂtang pemerintah dalam  negara
demokrasli modern iniﬁ mak& kita tak dapat melepaskan diri
dari teori Trias Politika Montesquieu yang telah memisahkan
kekuasaan-kekuasaan dalam negara ke dalam Tiga As (tiga
Poroé) kekuasaan. Berangkat dari ide tentang kebebasan dan
hak-halk asagsli manusia Montesguieu telah memancangkan
tonggals ketatanegaraan dengan teorinya itu. Untuk
demokratisnya suatu negaera  dalam pemerintahannya maka
Montesquieu menggariskan bahwa bagl satu negara kekuasaan
harus dipisahkan menjadi tiga, yaltu : kekuasaan
ce2gialatif (pembua% undang-ungang) ; kekuasaan eksekutif
{(pemerinuah, pélakaana undang-undang) ; dan kekuasaan
yudikatif {peradilan, kehakiman). Teori tersebut rupanya
aenjadi alternatif terbaik bagi nagaré-nggara demokrasi
gehingga diterima sebagal model kerangks penyelenggaraan
negara demokrasi (moderen). Cuma saja penafsiran yang
~timbul atas teori tersebut tidak selalu sama.

Jika dikaitkan dengan Triass Politika dalam arti
pemigsahan kekuasaan ke dalam Tiga As (Poros), maka tak
dapat disangkal bahwa pembentukan  negara demokrasi
Indonesia amat dipengaruhl oleh ide Trias Politika. Hanya

saja kemudian dimodifikasikan dengan kultur yang hidup di

Indonesia sehingga poros-poros kekuasaan itu bukan hanya



tiga tetapl ada lima poros kekuasaan vang sejajar dan

saling berhubungan, vaitu : Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA.

Kemudian selain kelima poros yang merupakén lembaga tinggi

negara iltu ada laéi sgaty lembaga tertinggi yang disebut MPR.

cepertli deketshul bahwa negara manapun di dunia ini
mempunyai tuduanrteptentu yaitu tujuan negara vyang telah
dirumuskan dalam k;nstitusi. Untuk mewujudkan tujuan
tersebut, maka negara vang bersangkutan mempunyal
geperangkat alat-alat atau organ-organ. Dalam melaksanskan
fungsi dan tugagnya, lembaéa—lembaga 'negara tersebut
haruslah mendasarkan tindakannya secara konstitusional.
Artinya sesuail dengan yang telah digariskan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Fungsl Undang-Undang
Dasar atau Konstitusl ini dimaksudkan sebagai barometer
untuk menjaga adanya kepastian hukum di dalam praktek
penyelenggaraan negara.

Seperti halnya dengan negara-negara lain, negara
Republik Indonesia juga mempunyai Konstitusi atau Undang-
Undang : Dagar. Undang—Uﬁdang Dasar Republik  Indonesia
ditetapkar pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Panitia
Paraispan Kemerdekaan Indonesia. Sebagal konstituei
tertulis UUD 1945 mengandung konsep-konsep dasar dan muatan
materi yang mengatur sistem pemerintahan negara, bailk
mengenai - pengaturan tenténg kedudukan,‘ tugas, Wewénang
maupun hubungan antar lembaga negara. .Oleh karena itu di
délam praktek ketatanegaraan Indonesia, UUD”45 berfungsi

sebagai.landaaah konstitu=sional.



IT. PERMASALAHAN

Dalam kaitannya dengan uralan dl atas, maka muncul
permasalahan Adékah secara operasional terdapat pembatasan
‘kekuassan dalam negara 7?7 dan Apakah pembatasan kekuasaan

juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 7

III. PEMBAHASAN

Sebagaimana ﬁelah kita ketahul bahwa dalam tata hukum
suatu negara teraimpul satu bagian yang secara khusus
mengatur segi keorgenisasian negara. Bagian ini disebut
Kongtitusi. Dalam khasahah Ilmu Hukum Tata Negara kita
dapat membgdakan rengertian mengenai konstitusi, yaitu
konstitusli dalam arti luas dan dalam érti sempit, serta
konstitusi dalam arti formal dan dalam arti material.

dukup panjang apablla diuraikan satu persatu
pengertian mengenal konstitusl, maka dibatasi saja
pengertian konstitusi tersebgt rada perigertian yuridis,
yakni bahwa konsgitusi adalah suatu nasksh yang memuat
semua » bangunan negara dén sendi-sendl sistem Pemerintaﬁan
hegara.

Apabila pengertian yuridis ini kita pakai maka tidak
daéat tidak artinya menyamakan konstitusi dengan Undang-
undang 'Dasar. Konstitusgi sebagal naskah tertulis (UUD),

pada  saat ini  lebih sesusi dengan paham modern. Untuk

pertama kali istilah konstitusi dalam arti demikian dipakai



oleh para perancang Uﬁdang—Undang Dasar Amerika Serlkat
vang 'Qalam pembukaannya membubuhkan kata-kata sebagal
"bherikut :"..we, the people of the Unitea States, ...do
ordain and establish this constitution for the United State
of Amerika”. Sedak saat inl konstitusi diartikan sama
dengan Undang-Undarng Dasar yané didalamnya diatur sekurang-
kurangnya tiga macam materi muatan yang' bersifat pokok
valtu | |

1. Jaminan terhadap hak;hak azasl (dan kewajiban-

kewaliban azasi) manusia dan warga negara.

2. Busunan Ketatanegaraan yvang bersifat mendasar.

£33

Pembagian dan pembatasan tugas Ketatanegaraan yang

Juga beraifat mendasar. 1)

Sedangkan pendapat pakar konstitusi lainnya, yaitu C.F
~Strong dalam bukunya yang berjudul "Modern Political
Constitusions"” menyebutkan bahwa, Konastitusi sebagal

kumpulan azas-azaz mengatur tiga hal ¢

1. Faekuasaan pemerintah (dalam arti iuas).

2. Hak-hak yang diperintah.
r .

3. Hubungan antara vang diperintah dan yvang
memerintah. 2)
Dari ke dusd konsep konstituai tergebut daspat disimpulkan

bahwa posisi atau. kedudukan konstitusli adalah dimaksudkan
1) Sri  Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan
Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987, Hal. 1.

2) Sri Soemantri, Jbid, Hal. 2.



untuk membsatasi wewenang pemerintah atau pengﬁasa, mengatur
Jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Dengan
demikian konstitusi menjamin Aturan main Qagi_rakyat untuk
konsolidasi pesigl politik dan hukum: untuk  mengatur
kehidupan bersamé dalam rangka mewujudksn tujuannya dalam
bentuk negara. |

Berhubung deng%n konatitusi di Jamgn modern tidak
hanya memuat aturan hukum, melainkan juga memformulasikan
pringip-prinsip hukum, haluan negara dan ratokan
kebijaksanaannya, yang kesemuﬁnya menglkat penguasa dalam
suatu negara. Sehingga dengan demikian penguasa dalam
sesuatu negara tidak berada di atas konstitusi, tetapi
adalah sebaliknya, yakni di bawah konstitusi.

Dari sekian Jenis kekuasaan yang ada dalam masyarakat
suatu negara, maka kekuasaan politik mempunyai arti dan
kedudukan strategis. Karena penting dan strategisnya
kekuasaan politik, maka kekuasgaan itu harus diintergrasikan,
'dan intergrasi kekuasaan politik ini diwujudkan dalam
bentuk negara. Pada hakekatnya kelompok atau kekuatan
politik yang sedang memegang kekuasaan negdra inilah yang

_membuat leputusan-keputusan atas nama negara dan kemudian
melaksanakannya. Oleh karena itu bukan tidak mungkin bahwa
kekuatan politik tertentu yang sedang memegang kekuasaan
dalam negara dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Sebagaimana ldikemukakan oleh Lord Acton  bahwa

' kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalah gunakan

{power tends to corrupt), maka untuk mencegah adanya



kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan itulah konstitusi
atau Undang-Undang Dasar disusun dan ditetapkan. Dengan

perkataan lain konstitusi itu berisl pembatagan kekuasaan

dalam negara. Oleh karena itulsh konstitusi mengatur
kedudukan serta tugss dan wewenang masing-masing lembaga
negara. Pembatasan kekuasaan ini setidak-tidaknya meliputi:

sedaul mana ruang lingkup kekuasaan, pertanggung Jawaban

kekuagaan, kontrol kekuasaan, maupun berkenaan dengan

reriode atau waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.
Pada akhir abad ke 19 telah terjadi perubahan yang
besar terhadap rnegara,‘dalam artl bahwa '"Negara pendaga

malam" (Nachtwackker gtaat) ditinggalksn dan menjadi

"Negara Kegejahteraan (Welfare State). Dalam negara

kesejahteraan ini kedudukan pemerintah (eksekutif) memegang

peranan penting dan menentukan. thkan C.¥F. s@strong dalam

"bukunya "Modern Political Constitution' menerangkan bahwa

pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintsh) dalam negara

modern mempunyai kekuasaan yeang sangat besar dan luas

yvang
kalau diperinciksn meliputi kekuasaan : Ekgekutif,
Administrasi,  Legislatif, Militer, Yudikatif, dan

Diplomatilk., Karena demlikian besar dén luasnya kekuasaan
pemerintah, makea diperlukan adanya  pembatasan  lewat
pengawasan atau kontrol yang dilakuken oleh Wakil-wakil
rakyvat &ang duduk dalam Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat.
Secarsa pasti konastitusi harus merumuskan p#inaip—prinsip

dan mn=2kanisme pembatasan kekuasaan pemerintah, dalam

8y



praktek ketatanegaraan.

Berbicara scal pembatasan kekuasaa@, maka tidak bisa
lepad kita harus pula berbicara mengenai konsepr pembagian
kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan dalam negara tidak
lepas pula kaitannya dengan teori Montesquieu yang populer
dengan sebutan ajaran “Trias Politica'. Sebagaimana telah
d%keqahui, inti ajaran Trias Politica ialah  adanya
pemisahan kekuasaan dalam negara, séhingga dengan demikian
penyelenggaraan pemerintahan negara tidak berada dalam
kekuasaan satu tangan.

Menurut konsep Trias Politica tersebut, kekuasaan
negara harus dibagi~bagi dan dipisahkan satu sama laiﬁ
dalamn tiga macam kekuasmaan, yaitu

1. Kekuasaan Legislatif

2. Kekuasaan Eksekutif

3. Kekuasaan Yudikatif ‘
Dengan adanya‘pemisahan.kekuasaan ini maka tidak ada campur
tangian antarh_ Qrgan—-organ negara itu .dalam operasional
kekuasaan masing-masing. Dengan sistem yang demikian maka
di dalam ajaran Trihs Politica terdapat suasana 'Checks and
Balances”, dimana di dalam hubungen antaf lembaga-lembaga
negara itu‘terdapat glkap saling mengawasi, saling mengudi,
sehingga tidak mungkin masing-masing lembaga negara 1itu
melampaui batasl kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan
dgmikian akan terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga-

lembaga negara tersebut.



Harus diakul bashwa gagasan untuk memlisahkan kekuasaan
yvang berartli pula sebagal upaya pembatasan kekuasaan,
merupakan gagasan politik yang cemerlané.'bapgt dibayangkan
andaikata kelkuasaan itu berada dalam satu tangan, bukan
tidak mungkin tirani dan kesewenang-wenangan akan timbul
dari pihak yang ggdang memegang kekuasaan dalam negara.
Oleh karena itulah kekuasaan negara 1itu harus dicegsah
Jangan sampal beradsa dalam satu tangan.

Undané—Undang Dasar 194? yang terkenal sebagai suatu
naskah vyang singkat, apabils kita kaji dengan cermat,
tgrnyata tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Hal
iﬁi dapat kita 1lihat dari organisasi maupun sistem
pemerintahan negara. Menurut UUD 1845, antara kekuasaan
eksekutif dan legislatif tak diprisahkan, ketentuan ini
dapat kita lihat pada pasgal 5 ayat (1) UUD 1945 yang
mengeariskan kerjasama antara Presiden sebagal pemegang
kekuasaan eksekutif dengan DPR dalam tugas perundang-
undangan.

Dari segi organ negara, UUD 1945 tidak hanya mengenal
tiga'rovos kekuasaan, bahkan lima poros kekuasaan, yaitu
DPR. Presiden, MA, BPK dan DPA yang berkedudukan sejajar
disamping Lembaéa Tertinggli Negara MPR. Sehingga timbul
kemungkinan, bahwa suatu organ mempunyal lebih dari satu

fungsi.

Begitu Juga dengan kekuasaan kehakiman yang diatur
dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1045. Kendatipun dalam pasal

térsebut dijelaskan harus bebas dari campur tangan



kekussaan lain, khususnya kekuasaan eksekutif, namun hal

ini Jjuga tidak mutlak. Kerena pada kenyataannya UUD 1945
itu sendiri dalam beberapa hal membuat beberapa pembatasan
terhadap kekuagaan ‘kéhakiman ini. Dalam praktek
ketatanegaraan Juga kita lihat bahwa kedudukan hakim dalam
hal édministratif -dan finansial ditentukan oleh organ
ekselkutif, dalam hal ini oleh Menteri Kehakiman. Sedikit
tidaknya situasilyang demikian akan menyebabkan kedudukan

hakim dipengaruhi oleh organ eksekutif.
Demikian juga hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung

maupun lembaga-lembaga ‘tinggi negéra lainnya, tidak

terdapat pemisah kekusasaan sgecarsa mutlak. Dalam hal ini

dapat kita lihat misalnva dalam Ketetapan MPR No. VI/12873

Jo. Ketetapan MPR No. II1I/1978 pasal 11 ayat 2 yang

: \
menetapkan

“"Mahkamah Agung dapat !memberi pertimbangan—
pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun
tidak diminta, kepada lembaga-lembaga tinggl negara'

Andalkata nasehat atau pertimbangan hukum dari MA  itu

diterima, maka sebenarnya MA Juga mempengaruhi lembaga-

lembaga tinggi negara ‘lainnya. Keadaan-keadaan seperti

tersebutr diatas Juge merupskan iayarat bahwa kekuasaan

kehékiman dalam sistem ketatanegarsan TRepublik Indonesia

tidak menganut ajaran Trias Politica.

Fendiri Negara Republik Indonesia kiranya cukup

menyadari untuk apa UUD ditetapkan. Tidaklsh berlebihan






apabila kita mengatakan bahwa UJID 45 dengsan sengala

‘dipetapkan untuk membatasi kekussaan yang terdapat dalam

negara, dan juga sehagal konsekuensi adanysa negara.
Dalam ailstem Pemerintahan Republik Indonesia menurut
UUD 45 dianut gistem pembagian kekuasasn. Hanya saja sispa

sebenarnya vang berposisl sebagal pemegang kekuasaan dalam

* A - '

negara sebelum kekuasean itu dibagi-bagi dan dibatasi.

Untuk mengupas masalah inl ada baiknya apabila kita
memperhatikan forﬁulasi pagal 1 ayat (2) UUD'45 vyang
mehegaskan bahwa Kedau}atmn adalah di tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhpya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.-
Bertunpu pada acuan basal 1 ayat (2) UUD"45 ini, maka
berarti sumber kekuasaan dalam Negara Repuﬁlik Indonesia
adalah di tangan rakyat. |

Interpretasi daril rumusan "Kedaulatan adalah di tangan
rakyat" menunjukkan bahwa dalam sistem UUD" 45, kedudukan
rakyatlah yang paling top, paling tinggl, berarti
berdasarkan formulasi konstitusional tersébut rakyatlah
vang memegang kekupsaan tertinggi dalam‘negara Indonesia.
Oleh karena itu juga sifat pemerintahan Negara Republik
Indonesia adalah demokratise, dengan catatan bahwa demokrasi
vang berléku di negara kita adalah demokrasi kerakyatan
vang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Darl sini dapat terlihat bahwa
ansur-unsur demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

adalah : kerakyatan, perwakilan dan musyawarah. Ketentuan

tersabut  dihubungkan dengan pasal 1 ayat (20 UuD~” 45
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menundukkan Qen?an Jelas bshwa sesungguhnya pemegang

seluruh kekuagaah dalam negara Republik _Indonesia adalah

rakyat yvang kemudian diserahkan pelaksanaannya kepada MPR.

Selanjutnya paaal 1 ayat (2) UUD’45 lebih diperjelas
di dalam Penjelasan UUD 45 (pada Sistem Pemerintahan Negara
No. 1III), yang menyatakan bahwa Majelis adalah sebagai
prenjelmaan 'seluruh rakyat Indonesia. Meﬁunjuk renjelasan
tersebut dan juga berdaaarkan‘pasal 1 ayét (2) UUD 45, maka
dapat disgimpulkan bahwa MPR dalam Lkonstelasi kekuasaan
neéara kedudukannya sangat sentral.

Cleh karena itu pula berdasarkan konsep UUD 45 MPR
dar at mendelegasikan atau membagi-bagikan gebhaglian
kekuasaannya kepadé organ-organ negara yang lain, misalnya:
1..Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden (pasal

4 ayat (1)).

2. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan
DPR (pasal & ayat (1S).

3. Kehuusaan yudikatif didelegasikan kepada MA (pasal 24
ayat (1)).

4. Kekuasaan Inspektif (pengaswasan) didelegasikan kepada
BPK dan DPR, DPR sebagal lembaga yvang mengawasi di dalam
melaksanakan 'tugas ‘femerinfahan (penjelasan UUD~45)
khuauénya méngenai pengawasan dan pemeriksaan keuangan
negéra, BPK harus memberitahukannya kepada DPR (pasal 23
ayat 5). Dengan lapﬁran itu bila perlu DPR bisa meminta

Sidang Istimewa MPR.

3
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5. Kekuasaan Konsultatif diq§legasikan kepada DPA, pasal 16.

Adanya DPA ini dimaksudkan agar di dalam melaksanakan
tugas-tugas dan kekuasaan pemerintshan Negara Presiden

dapat berkonsultasi, dapar meminta nasehat kepada DPA.

Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian dalam
khasanah Ilmu Hﬁkum Tata Negara dan Ilmu Politik dikenal
dengan apa yang dinamakan konsep distribution of power.
Kendatipun MPR tglah mgndelegasikan kekuasaannya
kepada Lembaga-lembaga Negera seperti tersebut di atas
bukan berarti MPR tidak mempunyai kekuasaan lagi.

Bagaimanapun kekuasaan itu tetap ada, terbukti MPR masih

dapat mengadakan sidang-sidang, khususnya sidang Istimewa.

Lagi pula anggota-anggota DPR itu sendiri berdassarkan pasal
2 .ayat 1 UUD’45 adalah juga meranskap menjadl anggota MPR.
Dengan demikian menurut konsep kekuassan dalam negara
Indonesia  sebenarnya DPR itu tidak lain merupakan
perpanjangan 'tangén MER untﬁk mengawasl Presiden dalam
menieaiankan tugas pemerintahan sehari—haqi.

Memblcarakan pembatasan kekuéaaan menurut konsep
UUD’ 45, maka vang pertama-tama harus diketengehkan adalah
mengenal pembatasan waktu atau perlode kekuasaan itu

sehdiri. Apabila kita . bicara 3o0al pembatasan periode

keknasasan ini maka kita skan memperoleh isyarat adanys

mekanisme lima tahunan kekuasaan dalam_UUD‘45” vang dikenal
dalam rraktek ketatanegaraan dewasa ini dengan name

"Mekanisme Kepemimpinan Nasgional Lima Tahunan'. Perlu






diteggskan digini bshwa fungsi Kepemimpinan Nasional disini

,diartgkan sebagal suatu mekanisme (proses) penyelenggaraan

neéara, Jadi bukan semata-mata dalam arﬁi pemimpin atau
fiéik.

Pola Kepemimpinan Nasional Lima Tahun ini membentuk
suatu kebulatan déngan pembatasan periode waktu Lima Tahun
keﬁﬁaéﬁah, vang dalam kalender Ketatanegsraan menurut
UUD"45 dapat diuraikan sabagai'berikut :
1.”Rakyat mengadakén pemilihan wumum membentuk MPR/DPR

setiap lima tahun sekali.

Ba

. MPR menetapkan GBHN sebagal pedoman operasional kegiatan |
ke garaan untuk jangka waktu lima tahun.
3. MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode
waktu lima tahun (pasal 7).
4, DPR mengawasil Jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh

Presiden dalam jangka waktu lima tahun {Penjelasan

D" 45).

5. Presidea memberikan  pertanggung Jjawaban akhir masa

- Jabatan lima tahundpada MER.

a:

Rakyat kembali mengadakan pemilihan umum untuk membentuk
MPR {Rangkaian kegiatan be?ulang kembali sebagai
realisasi proses periodesaaiikekuasaan lima tahun).

Dari mekanisme sebagaimana diuraikan di atas maka
ternyata dalam UUD"45 Supra struktur politik desentralisasi
padaf tiga lembaga negara, yaitu : MPR, DPR, dan Presiden

sebagai inti dari sistem pemerintahan Indonesia di bawah

CD 1945,

13



Namun demikian sebagal konsekuensl logls darl asas
"The concentration of power and reaponsibility upon the
Preasiden’, sebagalmana tercantum dalam' penjelasan UUD’ 45
menunJukkan Bah@a sebenarnya - kekuasaan eﬁsekutif lebih
menondol yané oleh Dbeberapa pakar Hukum: Tata Negara
dikatakan dalam UUD’45 adanya "executive heavy”. Memang
tidak dapat diingk;ri bahwa dengan tidak menganut ajaran
Trias Politica, maka kekuasaan Presiden atau kekuasaan
eksekutif sangat menonjol dalan UUD’45 seperti

- Presiden tidak bertanggung Jawab kepada DPR.

- Presiden 1lalah penyelenggara pemerintahan negara
vang tertinggi di. bawash MPR.
Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
dengan persetujuan DPR.
Presiden mémegang kekuasaan atas Angkatan Darat,
Laut dan Udars (kekuasaan militer).

- Presiden memegang kekuasgaan Diplomatik, dan lain

sebaginya.

Diakui bahws kekuasaan Presiden atau kekuasaan eksekutif
{tu secara konstitusional sangat besar dan luas, tetapi itu
tidak berarti kekuazaan tersebut tidak terbatas. Pembuktian
tentang adanya ﬁembatasan kekuasaan Presiden dapat kita
lihat pada penjelasan UUD 45 tentang Sistem Pemerintahan
Negara Angka VII yang ménﬁatakan "Kekuasaan Kepala Negara
tidak tak terbatas". Sékalipun Kepala Negara menurut

penjelasan UUD 45 (Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara

14



Angxa V) tidak bertanggung Jjawab kepada DPR, akan tetapi la
sebagal Mandataris MPR adalah tunduk dan bertanggung Jawab
| kepada MPR. Pembatasan kekuasaan Presiden Jjuga dalam hal
membentuk Undang-Undang yang harus senantiasa dengan
persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD"45). Bahkan khusus
dalam hal menetapkan Pendapatan dan Belanja Negara,
keduddkan DPR adalah kuat, dari pada kedudﬁkan Pemerintahan

sebagal tanda kedaulatan rakyat (penjelasan pasal 23

ulD-45).

Selain itu fungsi pengawaszan dari DPR terhadap
Presiden, inipun membataéi kekuasaan sksekutif, sebagaimana
rumusan penjelasan UUD 45 +tentang ‘Sistem Pemerintahan
Negara Angka VII bahwa anggota-anggota DPR semuanya
merangkap ﬁenjadi anggota MPR. Cleh karena itu DPR dapat

senantiasa mengawasl tindakan-tindakan Presiden dan Jika

Dewanl menganggapr bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan

Negara vang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka
Majelis itu dapat diundang untgk persidangan istimewa agar
supaya bisa miﬁta ﬁertanggung Jjawaban kepada Presiden.
IV. KESIMPULAN |

Untuk mencegah adanya kemungkinan penyalah gunaan
kekuaéaan, maka konstitusi atauw UUD ditetapkan. Indonesia
dengan UUD 1945 telah mengatur muatan materli mengenal
peMEataéan kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia.
Selain itu diperlukan adanya pembsalasan kekuasaan lewat
pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh wakil-wakil

rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat (DPR).
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